WALIKOTA MEDAN
PROVINS|I SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 yang
menyatakan APBD setiap tahun ditetapkan
dengan peraturan daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang
telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota
Medan dengan DPRD Kota Medan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



10.

11.

12.

13,

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



18. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

19. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah ......... Rp. 5.196.465.514.207,
b. Belanja Daerah ................ Rp. 5.346.465.514.207;
Surplus/(Defisit) .............. (Rp. 150.000.000.000)
c. Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan.......oocssens Rp. 150.000.000.000;
2. Pengeluarall....coseesses Rp. 0;
Pembiayaan Netto............ Rp. 150.000.000.000;

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun Berkenaan..Rp. Nihil

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah.. Rp. 2.159.475.572.085;
b. Pendapatan Transfer sejumlah........ Rp. 3.036.989.942.122;



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah .................. Rp. 1.727.934.904.956;
b. Retribusi Daerah sejumlah.............. Rp. 110.447.171.308;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang dipisahkan sejumlah.............. Rp. 20.673.097.029;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah sejumlah........................ Rp. 300.420.398.792;

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Rp.2.282.932.777.000
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah..
............................................................... Rp. 754.057.165.122;

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Operasional sejumlah....... Rp. 4.648.609.444.285;
b. Belanja Modal sejumlah ................ Rp. 626.618.192.739;
c. Belanja Tidak Terduga.................... Rp. 71.237.877.183;

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah ............. Rp. 2.189.288.092.809;
b. Belanja Barang Jasa sejumlah ....... Rp. 2.109.857.731.161;
c. Belanja Hibah sejumlah ................. Rp. 280.665.220.315;

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah ...Rp. 68.798.400.000;

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah sejumlah ...... Rp. 48.764.036.482;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah.
....................................................... Rp.201.044.599.073;

c. Belanja Modal Gedung dan bangunan sejumlah
........................................................ Rp.150.630.637.124;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah
......................................................... Rp 221.987.014.065

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya...... Rp 4.191.906.000

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
a. Penerimaan sejumlah ............ Rp. 150.000.000.000,00;
b. Pengeluaran sejumlah ............ Rp. 0;



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya
(SiLPA) sejumlah .............cccccevunnenn.. Rp. 150.000.000.000,00;

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran]  Ringkasan APBD;

b. Lampiran Il Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah
Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran [l Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset lainnya;

k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang Dbelum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

1. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2020

Plt. WALI KOTA MEDA




LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR3 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

KOTA MEDAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.159.475.572.085
4.1.01 Pajak Daerah 1.727.934.904.956
4.1.02 Retribusi Daerah 110.447.171.308
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20.673.097.029
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 300.420.398.792
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.036.989.942.122
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.282.932.777.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 754.057.165.122
Jumlah Pendapatan 5.196.465.514.207
5 BELANIA
5.1 BELANJA OPERASI 4.648.609.444.285
5.1.01 Belanja Pegawai 2.189.288.092.809
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.109.857.731.161
5.1.05 Belanja Hibah 280.665.220.315
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 68.798.400.000
5.2 BELANJA MODAL 626.618.192.739
5.2.01 Belanja Modal Tanah 48.764.036.482
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 201.044.599.073
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.630.637.124
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 221.987.014.060
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.191.506.000
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 71.237.877.183
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 71.237.877.183
Jumlah Belanja 5.346.465.514.207
Total Surplus/(Defisit) (150.000.000.000)
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 150.000.000.000
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 150.000.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 150.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan| 0
Pembiayaan Netto 150.000.000.000
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0

Wali Kota Medan




